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Mengingat:

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota
eli wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi
hasil dana penerimaan rokok pemerintah provinsi kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenfkota dan
ditetapkan sebagai dana bagi basil pemerintah pro..insi dan
masing-masing pemerintah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang I.~omor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pernruran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pajak Rokok, menyatakan pajak rokok merupakan
pajak provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada
pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dima ksud
da1am huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraruran
Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok unruk
Pemerin tab Provinsi dan Pemerin tab Kabupaten / Kota Periode
Bulan Oktober sampai dengan Bulan (ovember 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar "egara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pernbenrukan Daerah Swatantra Tingkat 1Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran egara Rtpublik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan L.embaran
Negara Republik Indone ia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara RepubUk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 'eganl
Republik lndone ia Nomor 5049);

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA

TENTANG

BAG I HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSl D_~­
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN B~ Of...'TOBER

SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER 2020

PERATURAN GUBERNUR KALIMA1'~AN SElATAN

NOMOR Ole. TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
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t \\ \~\~ l \\ \;\\~ '", r 1~ ~l" n 2011 tenrang Pembentuk'"all
\ \,\ unm \ "r\ln tY\,~ -\H\ hu\~t\ [Lembaran Negara Republik
\\\ 1 .\\ '\~ \~h\\n -c \ \ Nomor '£., Tnmbahan Lernbaran
N '\\ ~ 'ul Hk 1\\ \ nc~i::\ Nc.mor 5234) sebagairnarta telah
\ lh;,\h \""\~'-~\\ r\n \~m,~Un hu ~ N, m r l5 Tahun 2019

1 .-\ \~'\h.m Att\~ Undang-Undang Nomor 12
\\h\\\\ ..: l \ h,~t\hu~ Pembentukan Peraturan
lVl 'H\ t.\\~ nn\t.u\!~\\\ (lcmb\n\t\ Necnra Republik Indonesia
l'at\\\\\ ' ,\ \l N \\\ r \K1 Tarnbalran Lernbaran Negara
R t uU\k h\ \ u ~,~\ ~ m r~' '.?~h
\ u t~\\~ l n tm ~ N mor 2J Tuhun 2014 tentang Pemerintahan
1. '\<'l~ h lL~t\\t\:-mm N~g,m:-\Republik Indonesia Tahun 2014
N tu r '..:"H. ,\tub \h~l\ Lembaran Negara Republik Indonesia
N u \ -; ~ i ~"Cb ~\\nmu<L\ tclah diubah beberapa kali,
t~m ~hir d('.t ~~m Uudung-Undung Nornor 9 Tahun 2015
tt"\\h\\\.~ l~r\tl,"\h,U\ Kt.'\iua \b:\S Undang-Undang Nomor 23
l.)\h\l\\ J)l ..~ t'el\tm\.~Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara
'R publik In 1 ucsia Tuhuu _015 Nornor 58, Tambahan
Lcmb \n\t\ l~~'m Rcpu alik Indonesia Nomor 5679);
l~n\tllmn rnerintuh N mor 39 Tahun 2007 tentang
1:"\'I\~~ ,mm ,-\t\g Ncg~lm/Dtlef"ah(Lernbaran Negara Repuhlik
ln ioncsia Tnhun _ - Nomor 83. Tambahan Lembaran
~,~~\m Repu lik Indonesia Nornor 4738);

T. -ruturun Peruerintnh Nornor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
F\\j...k "'.eruh yml.g Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
...ernh atuu Dibavur Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran

N~ ..rru Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
fum 'than Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nom r5179;

S.. Perarurun Pernerintnh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengel laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
lnd es ·3_ Tahun _019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9, Pernruran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraruran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2'014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri
Nomor 1_0 Tahun _018 rentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembenrukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraruran Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
tenumg Tata Cam Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Namor 1007)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
d~ Peraturnn Menten Keuangan Nomor41/PMK.07/2016
tentang Pen.lbahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Namor 11S/PMK07/2013 tentang lata Cam Pemungutan dan
Pen:retomn Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 444);
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J2. Per ruran Mentcri Keuan nn Nomor 128/PMK.07/2018
L ntnnj; T to am P rnorong n Pajak Rokok sebr gai
Kontribusi Dukungan Progrum .Jnminan Kesehntnn (Berita
N urn RcpubUk lndoncsia Tnhun 2018 Nomor 134l:J);

J 3. P rnturan Mcntcri Dalarn Ncgcri Nomor 77 Tnhun 2020
ten tang Pcdornan Tckni Pcngclolaan Kcuangnn 0 er h
[Berita Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor J 3
Tahun 2007 tcntang Pokok-Pokok Pengclolaan Kcuangan
Daeruh (Lcmbaran Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);

IS. Pcraturan Dncrnh Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
T hun 201 1 t ntnng Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
S lntnn (Lcmbnran Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan
Tnhun 201 J Nnmor 5);

1 . P nt urrrn Ducruh Provinai Kalimantan Sclatan Nomor 9
T hun 1 tcntllnf,( Pnjnk Rokok [Lernbarari Daerah Provinsi
K irn nt n "" lntnn Tnhun 2013 Nomor 9);

17. Pen turnn u rnur Kalimantan Selatan Nomor 016
T, hun 2014 t ntrmp T to Cam Pernbayaran, Penyetoran, dan
B . Hu il P nerimaan Pajak Rokok Kepada Pernerintah

d Pcmerintah Kota eli Wilayah Provinai
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan T hun 2014 Nomor 16);

18. Pe turon Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja D erah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92)
sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 071
Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2018 Nomor 71);

19. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraruran Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tabun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);
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9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota yang selanjutnya
disebut APBD Kabupateri/Kota adalah anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupatenjkota di Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Pajak Rokok aclalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh
pernerintah.

11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
rnemenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar
oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS
aclalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan kesehatan.

4. Pemerintah Kabupaten /Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan.

S. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Keuangan Daerah yang se1anjutnya disingkat Badan adalah yang

menyeJenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhl kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar
oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

B. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan kesehatan.

kabupaten/lmtnpemerintahadalah

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa! 1
Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.
3. Daerah Kabupaterr/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota eli Provinai

Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASn~ PENt~RIMAAN
PAJAK ROKOK UNTUK PEMERJNTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN DULAN
OKTOBER SAMPAl DENGAN BULAN NOVEMBER 20:20.

Menetapkan:
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Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

Pasal4

(1) Gubemur melalui Badan Keuangan Daerah akan mentransfer dana bagi hasil
pajak rokok bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum daerah
kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Gubemur ini.

(2) Transfer dana bagi hasil pajak rokok sebagaimana ayat (1), diterima oleh
pernerintah kabupaten/kota selambat lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

BAB III

POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu
Pola Pembagian

Pasal3
(1) Alokasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah

kabupaten Zkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan
dengan pembobotan sebagai berikut:
a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan
b. dibagi berdasarkan potensi jurnlah penduduk masing-masing

kabupatenj'kota.
(2) Alokasi penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

periode penerimaan bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020 yang
tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Gubemur ini.

BAB II
HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOKYANG DIBAGI

Pasa12
~asil.penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi merupakan dana bagi hasil yang
dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk
periode Bulan Oktober sampai dengan Bulan November 2020 sebesar
Rp52.298.650.528,00 (lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan
juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan
alokasi sebagai berikut:

a. Pemerintah provinsi sebesar 30% x Rp52.298.650.528,00
Rp15.689.595.158,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan
juta lima ratus sembilan puIuh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
dan

b. Pemerintah kabupaten/kota sebesar 70% x Rp52.298.650.528,00
Rp36.609.055.370,OO (tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan juta lima
puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
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n~UJTA DAE.u\H PROVINS. KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR It.

Diundangkan di Banjarbaru
pnda tanggal .2.3/1P""1 ~/J.,/

DAERAH PROVINSI
• N SELATAN,

ZALZA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal .2...i Ap,..,·' .!10

Pj. GUBERNUR KALIMANT

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pcraturan Oubcrnur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Oubcrnur ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Sclatan.

BABIV
PENGGUNAAN

Pasa16
(J) Tutu cora pcnggunaaan dan penyaJuran dana bagi hasil pajak rokok diatur dan

ditctapkan olch mueing-masing Bupati/Walikota.
(2) DfJOE1 bagi haail pcncrirnaan pajak rokok, baik provinsi maupun

kabuputcrr/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk
rncnda na i pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum aparat
yang bcrwcnang.

Bagian Ketiga
Pcnatausahaan

Pasal 5
(1) J cncrlmuan dono. bag. haail pcncrirnaan pajak rokok kabupaten/kota

1cbogoirnonu dirnuksud dalam Pasal 4, harus dicantumkan dalam APBD
rna uing-rnusin f~ ka bupa ten / kota.

(2) P~nCalUm{1n dana bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota sebagaimana
dimuknud pada ayat (1), dilctakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.
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